
Salinan

BUPATI NIAS BARAT
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI NIAS BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS BARAT,

: a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan Dana
Desa di Kabupaten Nias Barat, perlu mengatur Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
melalui Peraturan Bupati;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan
Peraturan Bupati Nias Barat tentang Tata Cara
Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap
Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022;

Menimbang

: 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

2. Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Nias Barat di Wilayah Provinsi
Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4930);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Perundang-Undangan

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

Mengingat

Pembentukan Peraturan
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Tahun 2014 tenfant'
( l /'fnbaran Negara Republik

Indonesia Inhun 20 l ! > Nomor 244 , Tambahan Lembaran
N < f ’,aia Repiiblik Indonesia Nomor bbHY ) , ' ,< bagnirnann
b'lah diuIrah beberapa kali , lerakhir dengan Undnng
Undang Nomor 0 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
alas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022
(lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6735);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
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Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tcntnng Pcrubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tcntang Pcrangkat Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6402);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

15. Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang
Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun
Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 206);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Neger Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
157);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2019
tentang Pemotongan, Penyetoran, dan Pembayaran Iuran
Jaminan Kesehatan Bagi Kepala Desa dan Perangkat
Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 1802);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keungan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

20. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/ 2021
tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 4 Tahun
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten
Nias Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Barat
Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Nias Barat Nomor 25);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Barat Nomor 8 Tahun
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022 (Lembaran
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 8);

dan PenyelenggaraanPengawasan
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23. Pcraturan Bupati Nias Barat Nomor 37 Tahun 2016
tentang Kcdudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja
IVrangkat Dacrah Kabupntcn Nias Barat (Berita Daerah
Kabupatcn Nias Barat Tahun 2016 Nomor 37)
srhagaimann trlah diubah brherapa kali tcrakhir dengan
Pcraturan Bupati Nias Barat Nomor 5 Tahun 2020
tcntang Pcrubahan Kedua Atas Pcraturan Bupati Nias
Barat Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kcdudukan,
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Dacrah
Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias
Barat Tahun 2020 Nomor 5);

24. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016
tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Penjabaran Tata Kerja
Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Nias Barat
(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2016 Nomor
38) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 6 Tahun
2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati
Nias Barat Nomor 38 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas,
Fungsi dan Penjabaran Tata Keija Organisasi Perangkat
Daerah Kabupaten Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten
Nias Barat Tahun 2020 Nomor 6);

25. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 24 Tahun 2020
tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usui dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten
Nias Barat (Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun
2020 Nomor 24);

26. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Besaran Penghasilan Tetap Kepala Desa,
Sekretaris Desa dan Perangkat Desa Lainnya (Berita
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor 2);

27. Peraturan Bupati Nias Barat Nomor 55 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun Anggaran 2022
(Berita Daerah Kabupaten Nias Barat Tahun 2021 Nomor
55);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN
PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI
KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN ANGGARAN 2022

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:
1. Bupati adalah Bupati Nias Barat.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nias Barat.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,

selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang
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diakui dan dihormati dnlam sistem pemcrintahan Negara Kesatuan
Rcpublik Indonesia.

5. Pemerintah Dacrah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
Pemcrintahan Dacrah yang mcmimpin pelaksanaan urusan Pemcrintahan
yang menjadi kewenangan Daerah Otonom di Wilayah Kabupaten Nias
Barat.

6. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakat.

7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain
dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

8. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Kementerian
Dalam Negeri.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat
APBDes, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

11. Rekening Kas Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati
untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh
pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.

12. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening
tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada
bank yang ditetapkan.

13. Sisa Dana Desa adalah Dana Desa yang disalurkan oleh Pemerintah
kepada Kabupaten yang tidak habis disalurkan ke Desa sampai akhir
tahun anggaran atau Dana Desa yang disalurkan oleh Kabupaten kepada
Desa yang tidak habis digunakan oleh Desa sampai akhir tahun anggaran
dan menjadi bagian dari Sisa Lebih Perhitungan APBDes.

14. Alokasi Dasar adalah Alokasi minimal Dana Desa yang akan diterima oleh
setiap Desa secara merata yang besamya dihitung berdasarkan
Persentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah
Desa secara Nasional.

15. Alokasi Afirmasi adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah
Penduduk miskin tinggi.

16. Alokasi Kinerja dalah Alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki
hasil penilaian kineija terbaik.

17. Alokasi Formula adalah Alokasi yang dihitung dengan memperhatikan
jumlah Penduduk Desa, Angka kemiskinan Desa, Luas wilayah Desa, dan
tingkat Kesulitan Geografis Desa setiap Kabupaten atau Kota.

18. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desaadalah Angka yang mencerminkan tingkat kesulitan Geografis suatu Desaberdasarkan Variabel ketersediaan pelayanan
infrastruktur, transportasi, dan komunikasi.

19. Indeks Kemahalan Konstruksi yang selanjutnya disingkat IKK adalahindeks yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis yang dinilai

dasar, Kondisi
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bcrdnsarknn tingknt kcmnhnlnn hsirgn prusarana fisik secara rclatif antar
Dacrah .

BAB II
RUANG LINQKUP, MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu
Ruang Lingkup

Pasal 2

Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Bupati ini meliputi:
a. ruang lingkup;
b. maksud dan tujuan;
c. penganggaran;
d. penyaluran;
e. penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan tingkat pemerintah

daerah;
f. penggunaan; dan
h. pemantauan dan evaluasi.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai payung hukum
bagi setiap Desa dalam melaksanakan Dana Desa.

(2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah agar penggunaan Dana
Desa tepat sasaran dan tepat guna dalam penyelenggaraan Pembangunan
Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa secara efektif, efisien dan
optimal.

Bagian Ketiga
Asas Pengelolaan

Pasal 4

(1) Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel,
partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

(2) Pengelolaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola
selama 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari 2022
sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Bagian Keempat
Jumlah Desa

Pasal 5

(1) Desa di Kabupaten beijumlah 105 (seratus lima).
(2) Data jumlah Desa bersumber dari Kementerian Dalam Negeri.
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DAB III
PICNOANOOARAN

PlINI l l ( )

(1) Bcsaran Dana Desa unluk Kabupaten Tahun Anggaran 2022 scbcsar
Rp108.609.469.000,00 (seratus dclapan miliyar enam ratus sembilan juta
empat ratus cnam puluh sembilan ribu rupiah).

(2) Bcsaran Dana Desa untuk Kabupaten sebagaimana pada ayat ( 1)
tercantum dalam Lampiran V.15 Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun
2021 tentang rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Pasal 7

(1) Berdasarkan penganggaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (1), Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan
penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

(2) Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:
a. Alokasi Dasar;
b. Alokasi Afirmasi;
c. Alokasi Kinerja; dan
d. Alokasi Formula.

Pasal 8

(1) Pagu Alokasi Dasar dihitung sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari
anggaran Dana Desa secara proporsional dibagi kepada setiap Desa
berdasarkan klaster jumlah penduduk.

(2) Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
ditetapkan:
a. Rp415.978.000,00 (empat ratus lima belas juta sembilan ratus tujuh

puluh delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk
sampai dengan 100 (seratus) jiwa;

b. Rp478.334.000,00 (empat ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus
tiga puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk
101 (seratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa;

c. Rp540.725.000,00 (lima ratus empat puluh juta tujuh ratus dua
puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 501
(lima ratus satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa;

d. Rp603.117.000,00 (enam ratus tiga juta seratus tujuh belas ribu
rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.501 (seribu lima ratus
satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa;

e. Rp665.508.000,00 (enam ratus enam puluh lima juta lima ratus
delapan ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 3.001 (tiga
ribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

f. Rp727.900.000,00 (tujuh ratus dua puluh tujuh juta sembilan ratus
ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu

satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
g. Rp790.291.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh juta dua ratus

sembilan puluh satu ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah
penduduk di atas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.
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(3) Kementerian Kcuangan c.q . Direktorat Jenderal Pcrimbangan Kcuangan
menetnpkan rinrinn alokasi Dasar per Desa.

Pasal 9

(1) Pagu Alokasi Afirmasi dihitung sebesar 1% (satu persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa
sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.

(2) Alokasi Afirmasi untuk setiap Desa dihitung dengan menggunakan
rumus:
AA Desa
Keterangan:
AA Desa

= (0,01 x DD) / {(2 x DST) + (1 x DT)}

= Alokasi Afirmasi setiap Desa
= pagu Dana Desa nasional
= jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi
= jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk

miskin tinggi
(3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal yang memiliki jumlah

penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi
setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(4) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal yang memiliki
jumlah penduduk miskin tinggi dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi
Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

(5) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan
ayat (4) ditetapkan:
a. Rpl19.423.000,00 (seratus sembilan belas juta empat ratus dua

puluh tiga ribu rupiah) untuk Desa tertinggal; dan
b. Rp238.847.000,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus

empat puluh tujuh ribu rupiah) untuk Desa sangat tertinggal.
(6) Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dan ayat (4) merupakan Desa tertinggal dan Desa sangat
tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada
pada kelompok Desa pada desil ke 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan), dan
10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan.

(7) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menetapkan rincian Alokasi Afirmasi per Desa.

DD
DST

DT

Pasal 10

(1) Pagu Alokasi Kineija dihitung sebesar 4% (empat persen) dari anggaran
Dana Desa dibagi kepada Desa dengan kineija terbaik.

(2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan Desa yang dipilih secara proporsional berdasarkan jumlah
Desa pada setiap kabupaten/kota, dengan ketentuan:
a. 17% (tujuh belas persen) untuk kabupaten /kota dengan jumlah Desa

1 (satu) sampai dengan 51 (lima puluh satu) Desa;
b. 16% (enam belas persen) untuk kabupaten/ kota dengan jumlah Desa

52 (lima puluh dua) sampai dengan 100 (seratus) Desa;
c. 15% (lima belas persen) untuk kabupaten/kota dengan jumlah Desa

101 (seratus satu) sampai dengan 400 (empat ratus) Desa;

Dipindai dengan CamScanner



d. 14% (cmpnt bclas person) untuk kabupaten / kota dengan jumlah
Desa 401 (empat ratus satu) sampai dengan 500 (lima ratus) Desa;

dan
13% (tiga bclas persen) untuk kabupaten / kota dengan jumlah Desa

lebih dari 500 (lima ratus satu) Desa.
(3) Penilaian kinerja Desa terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

berdasarkan kriteria utama dan kriteria kineija.
(4) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:

a. bukan Desa penerima Alokasi Afirmasi;
b. Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri; dan
c. Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020.

(5) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, dikecualikan
untuk Desa berstatus berkembang, maju, atau mandiri pada
kabupaten/kota yang memiliki jumlah Desa dengan status berkembang,
maju, atau mandiri lebih sedikit jumlah desa calon penerima Alokasi
Kineija.

(6) Kriteria utama sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, dikecualikan
untuk Desa yang melaksanakan BLT Desa pada tahun anggaran 2020
pada daerah kabupaten/kota memiliki jumlah Desa yang melaksanakan
BLT Desa lebih sedikit dari jumlah Desa calon penerima Alokasi Kineija.

(7) Kriteria kineija sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas indikator
wajib dan indikator tambahan.

(8) Indikator wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan
dalam 4 (empat) kategori dengan bobot, yaitu:
a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen),

terdiri atas:
1. perubahan rasio pendapatan asli Desa terhadap total

pendapatan APBDes dengan bobot 50% (lima puluh persen); dan
2. rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap

total belanja bidang APBDes dengan bobot 50% (lima puluh
persen);

b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen), terdiri
atas:
1. persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan

sebagai prioritas Dana Desa terhadap total Dana Desa dengan
bobot 55% (lima puluh lima persen); dan

2. persentase pengadaan barang jasa Dana Desa secara swakelola
dengan bobot 45% (empat puluh lima persen);

c. capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima
persen), terdiri atas:
1. persentase realisasi penyerapan Dana Desa dengan bobot 50%

(lima puluh persen); dan
2. persentase capaian keluaran Dana Desa dengan bobot 50% (lima

puluh persen); dan
d. capaian hasil pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima

persen), terdiri atas:
1. perubahan skor indeks Desa membangun dengan bobot 30%

(tiga puluh persen);
2. perubahan status Desa indeks Desa membangun dengan bobot

30% (tiga puluh persen);
3. status Desa indeks Desa membangun terakhir dengan bobot

10% (sepuluh persen); dan
4. perbaikan jumlah penduduk miskin Desa dengan bobot 30%

(tiga puluh persen).

c .
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(9) Indikator tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dikelompokkan
dalam 4 (empat) kategori, yaitu:
a. pengelolaan keuangan Desa, terdiri atas:

penetapan Peraturan Desa mengenai APBDes tahun anggaran
2021 secara tepat waktu;
keberadaan Peraturan Desa mengenai rencana pembangunan
jangka menengah Desa tahun anggaran 2021;

3. keberadaan Peraturan Desa mengenai Rencana Keija
Pemerintah Desa dan perubahannya tahun anggaran 2021;

4. keberadaan dokumen rencana anggaran kas Desa pada tahun
anggaran 2021;

5. alokasi belanja untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala
Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa tidak
melebihi 30% (tiga puluh persen) dari belanja APBDes tahun
anggaran 2020; dan/atau

6. ketersediaan infografis atau media informasi lainnya tentang
APBDes tahun anggaran 2020;

b. pengelolaan Dana Desa, terdiri atas:
1. persentase belanja BLT Desa terhadap total Dana Desa tahun

anggaran 2020;
2. persentase belanja untuk peningkatan kualitas hidup

masyarakat Desa terhadap total Dana Desa tahun anggaran
2020;

3. persentase belanja atau pembiayaan untuk penyertaan modal
pada Badan Usaha Milik Desa terhadap Dana Desa tahun
anggaran 2020;

4. persentase belanja untuk penanganan pandemi Corona Virus
Disease 2019 (COV1D-19) di luar dari BLT Desa terhadap Dana
Desa tahun anggaran 2020;

5. persentase belanja untuk Padat Karya Tunai Desa terhadap
Dana Desa tahun anggaran 2020;

6. persentase belanja untuk penanganan stunting terhadap Dana
Desa tahun anggaran 2020;

7. persentase belanja untuk ketahanan pangan dan hewani
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020; dan/atau

8. persentase belanja untuk teknologi informasi dan komunikasi
terhadap Dana Desa tahun anggaran 2020;

c. capaian keluaran Dana Desa, terdiri atas:
1. jumlah tenaga kerja dari Desa setempat yang dilibatkan dalam

pembangunan Desa dari Dana Desa tahun anggaran 2020;
dan/atau

2. jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun anggaran
2020; dan

d. capaian hasil pembangunan Desa, terdiri atas:
1. ketersediaan produk inovasi Desa pada tahun anggaran 2020;
2. besaran kontribusi Badan Usaha Milik Desa untuk pendapatan

asli Desa pada APBDes tahun anggaran 2020;
3. status Desa yang stop buang air besar sembarangan pada tahun

anggaran 2020; dan/atau
4. jumlah ketercapaian pelaksanaan pembangunan berkelanjutan

Desa pada tahun anggaran 2021.
(10) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

melakukan penilaian kineija Desa berdasarkan knteria utama

1 .

2.
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scbagaimana dimaksud pada ayat (4) dan kritcria kinerja bcrupa indikator
wajib scbagaimana dimaksud pada ayat (8) .

(11) Kabupaten/kota dapat mclakukan pcnilaian kinerja Desa dengan
menggunakan krilcria kinerja bcrupa indikator tambahan scbagaimana
dimaksud pada ayat (9) .

(12) Bobot hasil pcnilaian kinerja Desa oleh kabupaten / kota dalam pcnilaian
indikator tambahan scbagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan
paling tinggi 25% (dua puluh lima persen) dari total pcnilaian kinerja
Desa, dengan ketentuan:
a. kabupaten/ kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 1

(satu) sampai dengan 5 (lima) indikator, diberikan bobot penilaian
sebesar 15% (lima belas persen);

b. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan sebanyak 6
(enam) sampai dengan 10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot
penilaian sebesar 20% (dua puluh persen): dan

c. kabupaten/kota yang menggunakan indikator tambahan lebih dari
10 (sepuluh) indikator, diberikan bobot penilaian sebesar 25% (dua
puluh lima persen).

(13) Hasil penilaian kineija Desa yang dilakukan oleh kabupaten/kota
sebagaimana dimaksud pada ayat (11) disampaikan kepada Kementerian
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
tanggal 5 November.

(14) Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan penggabungan
atas hasil penilaian kineija Desa oleh Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10) dan hasil penilaian kinerja Desa yang dilakukan oleh
kabupaten/ kota sebagaimana dimaksud pada ayat (13).

(15) Penilaian kinerja Desa dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan
cq. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, dalam hal:
a. kabupaten/kota tidak melakukan atau tidak menyampaikan hasil

penilaian kineija Desa;
b. hasil penilaian oleh kabupaten/kota diterima oleh Direktorat

Jenderal Perimbangan Keuangan setelah tanggal 5 November;
c. skor hasil penilaian oleh kabupaten/kota terdapat nilai kurang dari 0

(nol) atau lebih besar dari 100 (seratus); atau
d. hasil penilaian oleh kabupaten/kota tidak sesuai dengan standar

penilaian dalam kertas kerja.
(16) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan

menetapkan rincian Alokasi Kineija per Desa.

Pasal 11

(1) Pagu Alokasi Formula dihitung sebesar 30% (tiga puluh persen) dari
anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan indikator:
a. jumlah penduduk dengan bobot 10% (sepuluh persen);
b. angka kemiskinan Desa dengan bobot 40% (empat puluh persen);
c. luas wilayah Desa dengan bobot 10% (sepuluh persen); dan
d. tingkat kesulitan geografis dengan bobot 40% (empat puluh persen).

(2) Besaran Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dihitung dengan menggunakan rumus:
AF Desa
Keterangan:
AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

= {(0,10 x Zl) + (0,40 x Z2) + (0,10 x Z3) + (0,40 x Z4)} x AF
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Z1 “ Rnsio jumlah pcnduduk setiap Dcsa terhadap total
penduduk Desn

" rasio jumlah pcnduduk miskin scliap Dcsa terhadap total
pcnduduk miskin Dcsa

“ rasio luas wilayah setiap Dcsa terhadap total luas wilayah
Dcsa

= rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa
= Alokasi Formula nasional

(3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) , masing-masing ditunjukkan oleh jumlah
penduduk miskin Desa dan IKG Desa.

(4) Dalam hal terdapat data jumlah penduduk miskin Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) lebih besar dari data jumlah penduduk yang
digunakan dalam pengalokasian Dana Desa tahun anggaran 2022,
dilakukan penyesuaian data jumlah penduduk miskin Desa menjadi
sebesar jumlah penduduk yang digunakan dalam pengalokasian Dana
Desa tahun anggaran 2022.

(5) Dalam hal terdapat data luas wilayah Desa melebihi 999 km2 (sembilan
ratus sembilan puluh sembilan kilometer persegi) , dilakukan penyesuaian
data luas wilayah Desa menjadi sebesar 999 km2 (sembilan ratus
sembilan puluh sembilan kilometer persegi) .

(6) Kementerian Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan
menetapkan rincian Alokasi Formula per Desa setiap kabupaten/kota.

Z3

Z3

Z4
AF

Pasal 12

(1) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan
Alokasi Kinerja tidak terbagi habis untuk setiap Desa, sisa penghitungan
Alokasi Dasar, Alokasi Afirmasi, dan Alokasi Kinerja dialihkan untuk
menambah Alokasi Formula.

(2) Dalam hal hasil penghitungan Alokasi Formula setiap Desa tidak terbagi
habis, sisa penghitungan Alokasi Formula diberikan kepada Desa yang
mendapat Dana Desa terkecil.

Pasal 13

Dana Desa setiap Desa ditetapkan berdasarkan penjumlahan Alokasi Dasar,
Alokasi Afirmasi, Alokasi Kineija, dan Alokasi Formula sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11.

Pasal 14

( 1) Sumber data dalam pengalokasian Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 dilaksanakan dengan ketentuan:
a. data jumlah Desa, data nama dan kode Desa, serta data jumlah

penduduk bersumber dari Kementerian Dalam Negeri;
b. data status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal bersumber

dari data Indeks Desa Membangun yang diterbitkan oleh
Pembangunan Daerah Tertinggal, danKementerian Desa,

Transmigrasi;
data angka kemiskinan Desa menggunakan data jumlah penduduk
miskin Desa bersumber dari Kementerian Sosial; dan

c.
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d. data tingknt kesulitan gcogrnfis Desa menggunakan IKK Daerah
kabupaten/kota dan data luas wilayah Desa bersumbcr dari Badan
Pusnt Statistik.

(2) Data scbagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) disampaikan kcpada Mcnteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Kcuangan paling lambat
bulan September.

(3) Dalam hal data scbagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tcrscdia,
tcrdapat anomali data, dan/atau data tidak memadai, penghitungan
rincian Dana Desa setiap Desa dapat menggunakan:
a. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya;

rata-rata data Desa dalam satu kecamatan dimana desa tersebut
berada;

c. data hasil pembahasan dengan kementerian negara/ lembaga yang
berwenang; dan/atau

d. data yang digunakan dalam pengalokasian tahun sebelumnya dengan
penyesuaian.

(4) Hasil pembahasan dengan kementerian negara / lembaga sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) huruf c dilakukan melalui rekonsiliasi data
dengan kementerian negara/ lembaga dan dituangkan dalam berita acara
rekonsiliasi.

(5) Jumlah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum
dalam Undang-Undang mengenai APBN.

b.

Pasal 15

Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Nias Barat Tahun
Anggaran 2022 tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PENYALURAN

Bagian Kesatu
Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 16

Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.
Pemotongan Dana Desa setiap Daerah dan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari
Bupati.
Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dalam 3 (tiga) tahap, dengan ketentuan:

tahap I sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan
Juni;
tahap II sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa
setiap Desa paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan
Agustus; dan

(1)
(2)

(3)

(4)

a.

b.
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tahnp III sebesar 20% (dun puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap
Desa paling cepat bulan Juni.

(5) Pagu Dana Desa sebagaimana di maksud pada ayat (4) sctelah di kurangi
kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa selama 12 ( dua bclas) bulan.

(6) Dalam hal kebutuhan Dana Desa unluk BLT desa sebagaimana di
mnksud pada ayat (5) lebih kccil dari besaran Dana Desa untuk BLT Desa
yang di tetapkon dalam peraturan Presiden mengenai rincian APBN tahun
anggaran 2022, Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
disalurkan paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana
Desa setiap Desa.

(7) Penyaluran Dana Desa Tahap I sebagaimana di maksud pada ayat (4)
huruf a sudah termasuk pendanaan kebutuhan Dana Desa untuk
penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19).

e.

Pasal 17

(1) Penyaluran Dana Desa dilaksanakan setelah KPA Penyaluran Dana
Alokasi khusus Fisik dan Dana Desa menerima dokumen persyaratan
penyaluran dari Bupati secara lengkap dan benar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 15 ayat (4), dengan ketentuan:
a. tahap I berupa:

1. peraturan Desa mengenai APBDes hasil print out aplikasi
Siskeudes; dan

2. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa;
b. tahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan Dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran 2021; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah disalurkan; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata
capaian keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 75%
(tujuh puluh lima persen) Dari Dana Desa tahap II yang telah di
salurkan; dan

2. laporan konvergensi pencengahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran 2021.

(2) Penerimaan dokumen penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dengan ketentuan:
a. tahap I paling lambat 5 (lima) hari keija sebelum bulan juni berakhir;
b. tahap II paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum bulan Agustus

berakhir;
c. tahap III mengikuti kebijakan langkah- langkah akhir tahun sesuai

dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
(3) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain

persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
ditambahkan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
bulan kesatu sampai dengan bulan kedua belas tahun anggaran 2021.

(4) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan
tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (3) ditambahkan

perekaman realisasi pcmbayaran tambahan BLT Desa.

(5) Dalam hal Desa tidak mclaksanakan BLT tahun anggaran 2021 sclama 12

(dua bclas) sclain persyaratan sobagaimana dimakaud pada ayat (1 ) huruf

b, ditambahkan dokumen persyaratan berupa Peraturan Kcpala Desa atau

Keputusan Kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima

manfaat BLT yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak
mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana

Desa berdasarkan Peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap

Desa.
(6) Bupati bertanggungjawab untuk menerbitkan surat kuasa

pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf
a angka 2 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat
penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Tahap I pertama kali
disertai dengan daftar RKD.

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2

dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b, angka 2 dan huruf c angka 1 disusun
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, uraian keluaran,
volume keluaran, satuan keluaran, dan capaian keluaran.

(9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum

memenuhi kebutuhan input data, Bupati menyampaikan permintaan
perubahan tabel referensi kepada KPA penyaluran Dana Alokasi khusus
fisik dan Dana Desa untuk di lakukan pemutakhiran.

(10) Perubahan tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu

pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementrian Dalam Negeri.
(11) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan daftar

rekening kas setiap Desa pada bank umum yang terdaftar dalam sistem
kliring nasional Bank Indonesia dan/atau Bank Indonesia real time gross
settlement sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Dalam hal terdapat perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada ayat

(11), Bupati menyampaikan perubahan RKD kepada KPA penyaluran

Dana Alokasi khusus fisik dan Dana Desa.
(14) Tata cara dan penyampaian perubahan RKD sebagaimana dimaksud pada

ayat (13), dilaksanakan berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal
Perbendaharaan mengenai pengelolaan data supplier dan data kontrak
dalam sistem perbendaharaan dan anggaran Negara.

(15) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani paling rendah

oleh pimpinan organisasi perangkat Daerah yang menyelenggarakan

urusan pemberdayaan masyarakat Desa.
(16) Pimpinan organisasi perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (16)

ditunjuk oleh Bupati.
(17) Dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) disampaikan dalam bentuk dokumen digital ( softcopy).
(18) Dokumen digital (softcopy) sebagaimana dimaksud ayat (15) diolah dan

dihasilkan melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan
anggaran Negara.

(19) Daftar RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini.
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Pasal 18

(1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa disalurkan dcngan kctcntuan:
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dcngan bulan
ketiga:

a.

memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a;
melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan
kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk
penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal
13 Mei 2022;
melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak
salur tiap-tiap bulanya;
menyampaikan peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala
Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
dan
Permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga diajukan paling cepat bulan januari 2022; dan

Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan
kedua belas dilakukan oleh Bupati setelah melakukan penandaan
pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulanya,
dengan ketentuan:

Dana Desa untuk BLT bulan keempat sampai dengan bulan
keenam disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga;
permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan
bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan
kesembilan disalurkan setelah Bupati melakukan perekaman
realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah
menerima pembayaran BLT Desa Bulan keempat sampai dengan
bulan keenam;
permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan
bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022;
Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan
bulan kedua belas disalurkan setelah Bupati melakukan
perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang
telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai
dengan bulan kesembilan; dan
permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai
dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan oktober
2022.

1.

2 .

3.

4.

5.

b.

1.

2 .

3.

4.

5.

6.

(2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan
penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi online monitoring
sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

(3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil
perkalian antara jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa direkam
dalam aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara dengan besaran BLT desa setiap bulanya.

(4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan
bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat
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disalurkan bersamaan dengan pcnyaluran Dana Desa tahap
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah
memenuhi pcrsyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ).

(5) Bupati wajib mclakukan pcrckaman realisasi jumlah kcluarga pcncrima
manfaat untuk bulan kcsepuluh sampai dengan bulan kedua bclas paling
lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.

(6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan
bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi
persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.

I

Pasal 19

Bupati bertanggung jawab atas:
a. ketercapaian kelengkapan persyaratan penyaluran Dana Desa dan

kebenaran dokumen persyaratan untuk setiap tahap penyaluran
sebagaimana di maksud dalam Pasal 17; dan

b. kebenaran perekaman data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat
BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).

Pasal 20

(1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), Kepala Desa
menyampaikan dokumen persyaratan penyaluran kepada Bupati, secara
lengkap dan benar dengan ketentuan:
a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDes hasil print out

aplikasi Siskeudes;
b. bahap II berupa:

1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahun anggaran 2021; dan

2. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa
tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling
rendah sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian
keluaran menunjukkan paling rendah sebesar 35% (tiga puluh
lima persen) dari Dana Desa tahap I yang telah di salurkan; dan

c. tahap III berupa:
1. laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa

sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi
penyerapan paling rendah sebesar 90% (sembilan puluh persen)
dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling rendah
sebesar 75% (tujuh puluh lama persen) dari Dana Desa tahap II
yang telah disalurkan; dan

2. laporan konvergensi pencengahan stunting tingkat Desa tahun
anggaran 2021.

(2) Persyaratan penyaluran tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, wajib disertai dokumen pendukung berupa:
a. peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBDes dari hasil print

out aplikasi Siskeudes;
b. berita acara/nota kesepakatan/persetujuan penetapan APBDes; dan
c. rekening koran per 31 Desember 2021, dan Rekening koran sampai

dengan bulan berkenaan disampaikannya APBDes.
(3) Persyaratan penyaluran tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf b dan persyaratan penyaluran tahap III sebagaimana dimaksud
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pada ayat (1) huruf c berupa laporan realisasi penyerapan Dana capaian
keluaran Dana Desa, wajib disertai dokumen pcndukung berupa:
a. laporan realisasi pelaksanaan APBDes hasil print out aplikasi

siskeudes;
b. laporan realisasi per sumber Dana Desa hasil print out aplikasi

siskeudes;
c. buku kas umum hasil print out aplikasi siskeudes;
d. buku bank desa hasil print out aplikasi siskeudes;
e. buku kas pembantu kegiatan hasil print out aplikasi siskeudes;
f. register surat permintaan pembayaran hasil print out aplikasi

siskeudes;
g. register kwitansi pembayaran hasil print out aplikasi siskeudes;
h. surat pemyataan pertanggungjawaban mutlak;
i. bukti setor pajak atas keuangan yang telah direalisasikan;
j. surat pemyataan yang menerangkan bahwa selumh Tanda Bukti

Pengeluaran Uang telah ditandatangani oleh penerima dan sesuai
dengan register kwitansi pembayaran; dan

k. dokumentasi.
(4) Desa yang melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021 selama 12 (dua

belas ) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, ditambahkan data realisasi pembayaran BLT Desa bulan
kesatu sampai dengan bulan kedua belas.

(5) Desa di 35 (tiga puluh lima) kabupaten/kota prioritas yang melaksanakan
tambahan BLT Desa tahun anggaran 2021, selain persyaratan penyaluran
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dan ayat (4) ditambahkan
data realisasi pembayaran tambahan BLT Desa.

(6) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa tahun anggaran 2021
selama 12 ( dua belas) bulan, selain persyaratan penyaluran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b, ditambahkan dokumen persyaratan
berupa Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa mengenai
tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang
memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa tidak mencukupi untuk
pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat yang telah
ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana Desa berdasarkan
peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap Desa.

(7) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2
dan huruf c angka 1 dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian
keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.

(8) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dan huruf c angka 1 dilakukan
sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian
keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

(9) Dalam hal tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) belum
memenuhi kebutuhan input data, Kepala Desa menyampaikan
permintaan perubahan tabel referensi kepada Bupati untuk dilakukan
pemutakhiran.

(10) Pada tabel referensi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) mengacu pada
ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 21

(1) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan:
a. dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagimana dimaksud

dalam Pasal 18 ayat (1); dan
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b. dokumen
sebagaimana dimaksud dnlam Pasal 19, sampai dcngan berakhirnya
tahun anggaron, Dana Desu tidak disalurkan don mcnjadi sisa Dana
Dcsa di RKUN .

(2) Sisa Dana Dcsa di RKUN sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) tidak dapat
disalurkan kcmbali pada tahun anggarnn berikutnya .

persymatnn penyaluran Dana Dcsa untuk BLT Dcsa

Pasal 22

( 1 ) Rencana Anggaran Biaya dan/atau Desain Gambar menjadi dasar dalam
pelaksanaan APBDes.

(2) Sebelum memulai pekerjaan fisik, Kepala Desa wajib menyampaikan surat
pemyataan pelepasan hak atau hibah atau surat pernyataan tidak
menuntut ganti rugi atas tapak tanah lokasi pekeijaan fisik kepada Camat
dan Kepada Bupati melalui Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan
Desa Kabupaten.

(3) Camat berkewajiban melakukan monitoring, fasilitasi, pembinaan dan
evaluasi pelaksanaan APBDes sebagaimana pada ayat (1).

(4) Dalam hal melakukan monitoring, fasilitasi, pembinaan dan evaluasi,
Camat didampingi oleh Tenaga Pendamping Desa dan/atau Pendamping
Desa Teknik Infrastruktur Program Pembangunan Pemberdayaan
Masyarakat Desa.

Bagian Kedua
Penyaluran Dana Desa Setiap Desa

Pasal 23

(1) Pemotongan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
16 ayat (2) dilaksanakan dengan menggunakan SPP dan SPM.

(2) Pemotongan Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dicatat dengan menggunakan akun penerimaan non-anggaran.

Pasal 24

(1) Penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16 ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pencatatan dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2).

(2) Pejabat pembuat komitmen melaksanakan penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui
penerbitan SPP.

(3) Berdasarkan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pejabat
penandatanganan SPM menerbitkan SPM untuk penyaluran dana hasil
pemotongan Dana Desa ke RKD.

(4) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), KPPN
menerbitkan SP2D untuk penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa
keRKD.

(5) Penerbitan SPP dan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat
(3) dilaksanakan pada tanggal yang sama dengan penerbitan SPP dan SPM
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1).

(6) Berdasarkan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala Desa menyampaikan lembar
konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD kepada Bupati.
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(7 ) Kepaia KPPN menyumpaikan daftar rincian SP2D pcnyaluran dan SP2D
hasil pemotongan Dana Desa kepada Bupati kc KKD melalui aplikasi
online monitoring sislom perbendaharaan dan anggaran negara

(8 ) Tata cara penerbitnn SPP, SPM , dan SP2D sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) , ayat (3, dan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang undangan.

Bagian Ketiga
Mekanisme Penyaluran Dana Desa

Pasal 25

KepaJa Desa menyampaikan surat kepada Camat perihal permohonan
penyaluran Dana Desa tahap I, tahap II, atau tahap III sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c, dengan turut
melampirkan dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 20 ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 26

(1 ) Berdasarkan surat yang disampaikan Kepaia Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, Camat melakukan verifikasi kelengkapan dokumen
persyaratan penyaluran Dana Desa.

(2) Dalam hal melakukan Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Camat membentuk Tim melalui Keputusan Camat.

(3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 3 (tiga) orang dan
paling banyak 5 (lima) orang.

(4) Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didampingi oleh
Tenaga Pendamping Desa dan/atau Pendamping Desa Teknik
Infrastruktur Program Pembangunan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

(5) Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam
lembar verifikasi.

(6) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan
bahwa dokumen syarat penyaluran Dana Desa telah lengkap, Camat
menyampaikan surat kepada Bupati c.q Kepaia Dinas Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten perihal permohonan penyaluran Dana
Desa.

(7) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyatakan

bahwa dokumen syarat penyaluran Dana Desa tidak lengkap, Camat
menyampaikan surat kepada Kepaia Desa perihal dokumen yang wajib
dilengkapi.

(8) Surat yang disampaikan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

turut melampirkan lembar verifikasi dengan keterangan lengkap dan

dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 20.
Pasal 27

(1) Kepaia Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten

membentuk Tim Asistensi melalui Surat Keputusan Kepaia Dinas.
(2) Tim Asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memastikan

kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa yang

disampaikan oleh Camat.
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(3) Apabila dokumcn permohonan penyaluran Dana Dcsa dari Camat
sebagaimana dimnksud dalam Pasal 26 ayat (8) tclah lengkap sesuai
dengan basil pemcriksaan Titn asistensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kcpala Dinns Pcmberdayaan Masyarakat dan Dcsa Kabupaten
menyampaikan dokumcn persyaratan penyaluran Dana Dcsa kepada
Bupati melalui Kcpala Badan Pengelola Keuangan, Pendapatan dan Aset
Dacrah Kabupaten.

BAB V
PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN, DAN PELAPORAN

TINGKAT PEMERINTAH DAERAH

Pasal 28

(1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan
Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.

(2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan Dana
Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja
atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pencatatan pendapatan Dana Desa dimaksud pada ayat (2), berdasarkan
daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi online monitoring
sistem perbendaharaan dan anggaran negara sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24 ayat (7).

(4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dengan SP2D pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah
kabupaten/kota berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana
Desa dari aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (7).

BAB VI
PENGGUNAAN

Pasal 29

(1) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan
prioritas yang bersumber dari Dana Desa untuk:
a. program perlindungan sosial berupa BLT Desa paling sedikit 40%

(empat puluh persen);
b. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%

(dua puluh persen);
c. kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COV1D-

19) di Desa paling sedikit 8% (delapan persen) dari Alokasi Dana
Desa setiap Desa; dan

d. program sektor prioritas lainnya.
(2) Program sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf d, diutamakan untuk kegiatan pengembangan Desa Wisata dan
pembangunan/rehabilitasi/ peningkatan/ pengerasan jalan Desa.

(3) Program sektor prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilaksanakan setelah memastikan bahwa kegiatan prioritas sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c telah terpenuhi.
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Pnsnl 30

(1) BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1) huruf a
dibcrikan kcpada kcluarga pcncrima manfaat yang mcmcnuhi kritcria
scbagai berikut:
a. keluarga miskin atau tidak marapu yang berdomisili di Desa

bersangkutan dan diprioritaskan untuk keluarga miskin yang
termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem;

b. kehilangan mata pencaharian;
c. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/ kronis;
d. keluarga miskin penerima jaring pengaman sosial lainnya yang

terhenti baik yang bersumber dari APBD dan/atau dari APBN;
e. keluarga miskin yang terdampak pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) dan belum menerima bantuan; atau
f. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.

(2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan petani, BLT Desa dapat digunakan untuk
kebutuhan pembelian pupuk.

(3) Daftar keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

(4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) paling kurang memuat:
a. nama dan alamat keluarga penerima manfaat;
b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok

pekerjaan; dan
c. jumlah keluarga penerima manfaat.

(5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
sebesar Rp300.000,0Q (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama
sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.

(6) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan
mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga)
bulan secara sekaligus.

(7) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan
kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a angka 2, pembayaran atas selisih
kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas
menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.

(8) Jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kedua sampai
dengan bulan kedua belas tidak boleh lebih kecil dari jumlah keluarga
penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu.

(9) Dalam hal terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (8) meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria
keluarga penerima manfaat, kepala Desa wajib mengganti dengan
keluarga penerima manfaat yang baru.

(10) Dalam hal terdapat perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT
Desa dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT
Desa, perubahan dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dalam
Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa.

Pasal 31

(1) Pemerintah Desa menganggarkan kegiatan ketahanan pangan dan hewani
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dalam APBDes.
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(2) Pcmerintah Dcsa mclnkuknn penyesuaian krgintnn kclahnnan pangan
dan hewani sesuai dengan karakteristik dan potensi Dcsa.

Pasal 32

(1 ) Pcnanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dilakukan mclalui pos
komando pcnanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di
tingkat Desa atau pos jaga di Desa.

(2) Pos komando penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-
19) atau pos jaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki fungsi :
a. pencegahan;
b. penanganan;
c. pembinaan; dan
b. pendukung pelaksanaan penanganan Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) di tingkat Desa.
(3) Rincian kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019

(COVID-19) termasuk pelaksanaan pemberlakuan pembatasan kegiatan
masyarakat mikro di Desa yang dilaksanakan oleh Desa berdasarkan
fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

(4) Bupati penerima Dana Desa mendorong dan memantau pelaksanaan
kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang didanai dari Dana Desa.

(5) Pemerintah Desa dapat melakukan penyesuaian anggaran dukungan
pendanaan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c, dengan
memperhatikan tingkat kasus Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
yang ditetapkan oleh satuan tugas Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
setempat paling cepat 3 (tiga) bulan setelah Pemerintah Desa
menganggarkan dukungan pendanaan penanganan Corona Virus Disease
2019 (coviD-19).

(6) Hasil penyesuaian dukungan pendanaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) dapat digunakan untuk mendanai kegiatan yang menjadi prioritas
Desa.

Pasal 33

(1) Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 sampai
dengan Pasal 32 berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

(2) Kegiatan pengembangan kapasitas masyarakat Desa yang didanai Dana
Desa dilaksanakan secara swakelola oleh Desa atau badan keijasama
antar Desa, dilaksanakan di Desa dan dilarang dikeijakan oleh penyedia
barang/jasa.

Pasal 34

(1) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa berpedoman pada
petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati.

(2) Pelaksanaan kegiatan yang didanai dari Dana Desa diutamakan secara
swakelola dengan menggunakan sumber daya/ bahan baku lokal, dan
diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga keija dari masyarakat
Desa setempat.
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(3) Khusus bngi l )rsn yang mrlnkaminkrtn krgintmi fx-rnbnknmi jalnn ban
prnln tahun atiKKamn srl >Humnyn , wajib
mrlaksanakati pmin^kalaii / prugrrasan ialan

mrnganggnrkfin flan

Pasal . IS

( 1 ) Krpala IVsn Ix'itanggung jawab atas
.sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat ( 1 )

(2) Pemcrintah Daerah mclakukan pcndampingan atas pcnggunaan Dana
Desa .

(J ) KPA BUN Pengelolaan Dana Transfer Umum dan KPA Penyaluran Dana
Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa tidak bertanggung jawab atas
Fx'nKgunaan Dana Desa oleh Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1).

prnggi irwmri Daria Desa

BAB VII
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 36

(1) Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:
a. penyaluran Dana Desa;
b. prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal

29;
c. capaian keluaran Dana Desa; dan/atau
d. sisa Dana Desa di RKUD dan RKD.

(2) Dalam hal pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), Bupati dapat meminta penjelasan kepada kepala Desa
dan/atau melakukan pengecekan atas kewajaran data dalam laporan
capaian keluaran yang akan direkam dalam aplikasi online monitoring
sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

(3) Dalam hal terdapat indikasi penyalahgunaan Dana Desa, Bupati dapat
meminta inspektorat daerah untuk melakukan pemeriksaan.

BAB VIII
SANKSI

Pasal 37

(1) Dalam hal terdapat permasalahan Desa, berupa:
a. kepala Desa dan/atau perangkat Desa melakukan penyalahgunaan

Dana Desa dan ditetapkan sebagai tersangka; atau
b. Desa mengalami permasalahan administrasi, ketidakjelasan status

hukum, dan/atau status keberadaan Desa, maka Menteri Keuangan
melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat melakukan
penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahun anggaran
berjalan dan/atau tahun anggaran berikutnya.

(2) Bupati melakukan pemantauan atas proses perkara hukum
penyalahgunaan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan/atau
perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

(3) Dalam hal berdasarkan pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2), Kepala Desa dan/atau perangkat Desa telah ditetapkan sebagai
tersangka, Bupati menyampaikan surat permohonan penghentian
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pcnyalurnn Dnnn Dcsn krpudii Krrncnteriiin Krunngiin mclnlui Dircktorat
Jenderal IVrimlMn^Hti Keuangan

(4) Penghentian|>enyaluran Dana Drsn nonBLT Desa nehagaimann dimaksud
pada ayat ( 1 ) dilaksanakan bcrdasarkan:
n . suml primohonmi dari Bupali sebagaimana dimaksud pada ayat ( '!) .

atau
b. surat rckomcndaai dnri kcmentcrian negara / lembaga terkait

dan /atau Bupati atas pcrmasalahan Dcsa sebagaimana dimaksud
pada ayat ( 1) hurufb.

(5) Penghentian penyaluran Dana nonBLT Desa berdasarkan surat
permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a
atau surat rekomendasi dari kementerian negara / lembaga terkait
dan/atau Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan
mulai penyaluran Dana Desa nonBLT Desa tahap berikutnya setelah surat
dimaksud diterima.

(6) Dalam hal surat permohonan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) huruf & diterima setelah Dana Desa tahap III atau Dana Desa
tahap II untuk Desa berstatus Desa mandiri tahun anggaran beijalan
disalurkan, penyaluran Dana Desa nonBLT Desa untuk tahun anggaran
2023 dihentikan.

(7) Penghentian penyaluran Dana Desa nonBLT Desa sebagaimana dimaksud
pada ayat (5) dan ayat (6) dilakukan melalui naskah dinas Direktur
Jenderal Perimbangan Keuangan kepada Direktur Jenderal
Perbendaharaan dan Bupati atau kementerian negara/ lembaga terkait.

(8) Dana Desa nonBLT Desa yang dihentikan penyalurannya sebagaimana
dimaksud pada ayat (4), tidak dapat disalurkan kembali ke RKD.

Pasal 38

(1) Desa yang dihentikan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) huruf a, berhak mendapatkan penyaluran Dana
Desa pada tahun anggaran berikutnya setelah periode penghentian
penyaluran Dana Desa tahun beijalan.

(2) Pengecualian atas pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan setelah Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan
Keuangan menerima surat permohonan pencabutan penghentian
penyaluran Dana Desa dan Bupati paling lambat tanggal 15 Juni tahun
anggaran beijalan.

(3) Surat permohonan pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan setelah terdapat
pencabutan status hukum tersangka, pemulihan status hukum
tersangka, dan/atau putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan
hukum tetap.

(4) Pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 37 ayat (4) huruf b, dilaksanakan setelah Menteri Keuangan
c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan menerima surat
rekomendasi pencabutan penghentian penyaluran Dana Desa dari
kementerian negara/ lembaga terkait dan/atau Bupati paling lambat
tanggal 15 Juni tahun anggaran beijalan.

(5) Dalam hal surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau
surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima setelah
tanggal 15 Juni tahun anggaran beijalan, Dana Desa disalurkan untuk
tahun anggaran berikutnya sepanjang Dana Desa untuk Desa tersebut
telah dialokasikan.
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(6) Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan berdasarkan surat permohonan

dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau surat rekomendasi

dari kcmentcrian ncgara/ lcmbaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

mcncrbilkan naskah dinas pcncabutan pcnghcntian pcnyaluran Dana

Dcsa dan disampaikan kcpada Direktur .Jenderal Perbendaharaan dan

Bupati atau kcmentcrian ncgara/ lcmbaga terkait.

Pasal 39

(1) Dalam hal Pemerintah Desa tidak melaksanakan:
a. BLT Desa selama 12 (dua belas) bulan pada tahun anggaran 2021,

dan /atau
b. tambahan BLT Desa untuk 35 (tiga puluh lima) kabupaten prioritas

tahun anggaran 2021,
dikenakan sanksi pemotongan Dana Desa sebesar 50% (lima putuh
persen) dari penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2022 di luar

kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa.
(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

dikecualikan dalam hal berdasarkan hasil musyawarah Desa

khusus/musyawarah insidentil tidak terdapat calon keluarga penerima
manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria atau anggaran Dana Desa
tidak mencukupi untuk pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima
manfaat yang telah ditetapkan karena terdapat penurunan pagu Dana
Desa berdasarkan peraturan Bupati mengenai rincian Dana Desa setiap
Desa.

(3) Hasil musyawarah Desa khusus/musyawarah insidentil sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Kepala Desa atau
Keputusan Kepala Desa yang diketahui oleh Pemerintah Daerah atau
pejabat yang ditunjuk.

(4) Peraturan Kepala Desa atau Keputusan Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada kepala KPPN
selaku KPA Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik dan Dana Desa
melalui aplikasi online monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran
negara sebagai syarat penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran
2022 .

(5) Ketentuan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
dikecualikan dalam hal seluruh pembayaran tambahan BLT Desa didanai
dari APBD dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah
yang memuat daftar nama Desa yang sisa Dana Desanya tidak mencukupi
untuk membayar tambahan BLT Desa.

(6) Surat keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditandatangani
paling rendah oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan
urusan pengelolaan keuangan Daerah atau Kepala Perangkat Daerah yang
menyelenggarakan urusan pemberdayaan masyarakat Desa.

(7) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditunjuk
oleh Bupati.

Pasal 40

(1) Dalam hal Desa tidak menganggarkan BLT Desa sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, selisih antara pagu anggaran Dana Desa
untuk BLT Desa yang seharusnya dianggarkan dengan kebutuhan Dana
Desa untuk BLT Desa yang telah dianggarkan, tidak disalurkan ke RKD.
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(2) Bupati melakukan penghitungan bcsaran sclisih scbagaimana dimaksud
pada ayat ( 1 ) setelah melakukan perekaman jumlah keluarga penerima
manfaat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat ( 1 ) huruf a angka 2.

(3) Bupati memberitahukan hasil penghitungan bcsaran sclisih scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) yang dihasilkan melalui aplikasi online monitoring
sistem perbendaharaan dan anggaran negara kepada kepala Desa .

(4) Menteri Keuangan dapat melakukan realokasi Dana Desa antarDesa
dalam wilayah kabupaten bersangkutan atas selisih sebagaimana
dimaksud pada ayat ( 1) , dalam hal terdapat kebijakan nasional dalam
rangka mendukung:

kegiatan penanganan kemiskinan ekstrem;
b. program perlindungan sosial berupa BLT Desa;
c. kegiatan bidang ketahanan pangan dan hewani; dan/atau
d. kegiatan prioritas lainnya.

(5) Realokasi Dana Desa antarDesa dalam rangka mendukung kegiatan
prioritas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b,
ditunjukkan dengan dokumen termasuk namun tidak terbatas pada
risalah rapat.

(6) Dalam hal Menteri Keuangan melakukan realokasi Dana Desa antarDesa
sebagaimana dimaksud ayat (4), Menteri Keuangan menyampaikan data
total Dana Desa sekabupaten yang tidak disalurkan ke RKD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.

(7) Berdasarkan data total Dana Desa se-kabupaten sebagaimana dimaksud
pada ayat (6), Bupati melakukan penghitungan realokasi Dana Desa
untuk setiap Desa dan menyampaikan hasil penghitungan kepada Menteri
Keuangan c.q. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(8) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) mempertimbangkan
kebutuhan Desa dalam rangka mendukung kebijakan nasional
sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

(9) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan paling
lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Menteri Keuangan
menyampaikan data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).

(10) Dalam hal Bupati tidak menyampaikan penghitungan realokasi Dana
Desa untuk setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9),
penghitungan dilakukan sepenuhnya oleh Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

(11) Hasil penghitungan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang
dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan/atau
hasil penghitungan yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan c.q.
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (10), ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan yang
ditandatangani oleh Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan atas nama
Menteri Keuangan.

(12) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) merupakan perubahan
pagu Dana Desa setiap Desa.

(13) Perubahan pagu Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(12) dapat berupa penambahan atau pengurangan pagu Dana Desa setiap
Desa.

(14) Dalam hal Menteri Keuangan tidak melakukan realokasi Dana Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (4), total Dana Desa se-Kabupaten yang
tidak disalurkan ke RKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi
sisa Dana Desa di RKUN.

(15) Hasil penetapan realokasi Dana Desa untuk setiap Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (11) disalurkan ke RKD.

a.
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Pasal 41

(1) Dalam hal Pcmerintah Desa tidak mclaksanakan BLT Desa selama 12
(dun belas) bulan tahun anggaran 2022, dikenakan sanksi pemotongan
Dana Dcsa sebesar 50% (lima puluh person) dari pcnyaluran Dana Dcsa
tahap II tahun anggaran 2023.

(2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi
Desa yang tidak mendapatkan penyaluran Dana Desa tahun
2022.

anggaran

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 42

(1) Bupati melakukan pengecekan data jumlah Desa di wilayahnya dengan
membandingkan data jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 ayat (5) dengan data jumlah Desa mutakhir yang dimiliki oleh
Pemerintah Daerah.

(2) Bupati menyampaikan hasil pengecekan data jumlah Desa sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan paling lambat
hari kerja terakhir bulan Juli.

(3) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih sedikit dibandingkan dengan data jumlah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan
melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan dapat menggunakan
data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dalam melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa
setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.

(4) Dalam hal data jumlah Desa hasil pengecekan Bupati sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) lebih banyak dibandingkan dengan data jumlah
Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), Menteri Keuangan
melalui Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan menggunakan data
jumlah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5) dalam
melakukan penghitungan rincian Dana Desa setiap Desa.

Pasal 43

Format laporan konvergensi pencegahan stunting, format surat pemyataan
pertanggungjawaban mutlak, surat pemyataan yang menerangkan bahwa
seluruh Tanda Bukti Pengeluaran Uang telah ditandatangani oleh penerima
dan sesuai dengan register kwitansi pembayaran, lembar konfirmasi
penerimaan penyaluran Dana Desa dan Format lembar Verifikasi, tercantum
dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengctahui, mcmcrintohkan pcngundangan Pcraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Merita Daerah Kabupaten Nias Barat .

Ditetapkan di Lahomi
pada tanggal 28 Januari 2022

BUPATI NIAS BARAT,

ttd.

KHENOKI WARUWU

Diundangkan di Lahomi
pada tanggal 28 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT,

ttd.

FAKHILI GULO

BERITA DAERAH KABUPATEN NIAS BARAT TAHUN 2022 NOMOR 5.

Salinan sesuai dengan aslinya
Pit. KEPALA BAGLAN HUKUM,

HEDW1G SAMITRO GULO, SH., MM
PENATA

NIP. 19900512 201403 1 001
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